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ABSTRAK

Tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010, banyak dilakukan guna menutupi Tindak Pidana yang sebenarnya dikerjakan,
Hal ini bertujuan untuk menutupi bagaimana uang tersebut didapat, hal ini berkaitean
dengan cara mendapatkan yang melanggar Hukum yang mana hal tersebut
diistilahkan dengan Predicate Crime. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 ada 10 jenis Tindak Pidana Asal (Predicate Crimenya), salah satunya yang
dibahas oleh penulis yaitu Narkotika. Permasalahan Yyang akan dibahas yaitu:
Pertama, bagaimana penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang
predicate crimenya Tindak Pidana Narkotiks, Kedua, bagaimana pertimbangan
hakim dalam perkara Tindak Pidana pencucian uang yang predicate crimenya
Tindak Pidana Narkotika. Pada Metode yang digunakan dalam pemdisan ini adalah
penelitian Normatif, yang terdiri dari asas-asas hukum, penelitian terhadap
sistematika hukum dan juga terhadap taraf sikronisasi hukum. Pendekatan Penelitian
Yyang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Dalam pelaku Tindak Pidana pencucian uang yang predicate crimenya adalah
Narkotika maka pelaku akan dijerat degan sanksi yang lebih berat dari hanya satu
Tindak Pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencucian Uang, Narkotika, Predicate Crime

Pembimbipg Utama, Pembimbing Pembantu,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai macam kejahatan
baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas
wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah Negara lain, antara lain berupa
tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga
kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan
psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap,
penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah
putih?,

Kemajuan teknologi juga, khususnya di bidang komunikasi telah memungkinkan
terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan
mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat
singkat. Misalnya, melalui jasa internet banking dan electronic fund transfer telah
memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di
satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping
mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan
masyarakat, karena melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih
dahulu mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas masuk
ke dalam sistem keuangan (financial system) atau ke dalam sistem perbankan (banking
system). Dengan demikian, asal uang (harta) tersebut diharapkan tidak dapat dilacak
oleh para petugas hukum. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut

'Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191,
Penjelasan.



dikenal dengan sebutan money laundering.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money
laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh
sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian
uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering
sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh
seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang yang diperoleh dari hasil tindak
pidana?.

Dalam Black’s Law Dictionary karya Henry Campbell Black (1990), money
laundering didefinisikan sebagai berikut®:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from
racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its
original source cannot be traced.”

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah
penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan
uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang
ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui
atau dilacak®.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan
memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang
kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang
canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu
proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian

diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah?®.

2 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, him. 17.

3 Bismar Nasution,2008, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung: BooksTerrace &
Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, him. 17.

4 H. Juni Sjafrien Jahja,2012, Melawan Money Laundering, Jakarta : Visimedia, him. 4.

®Ibid, hIm.19.



Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan
saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan
ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu
hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat.
Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap
tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat
dengan mudabh terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Korporasi bagi orang awam dimengerti hanya sebagai perusahaan saja, tetapi
sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata
korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae®:

“Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum;
sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau
berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum
tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...”

Korporasi ini dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana
pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Secara umum ada dua alasan pokok
yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak
pidana, sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini
berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap
efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan
tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga
merugikan masyarakat’. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana
diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya,

walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari

® N.E Algra, H.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983,
Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda — Indonesia, Bandung : Binacipta, him. 83
H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Jakarta : Visimedia, him. 12



suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya money
laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga
menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Internasional,
fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidak
stabilan pada perekonomian Nasional dan Internasional®.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan
memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan
tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah
dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak
pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari
“menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian
uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk
memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum?®.

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang
mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana
sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya
sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam
pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa
pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-
unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta
unsur merupakan hasil tindak pidana.

Dengan kata lain Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan Tindak Pidana
yang dilakukan dalam status tindak pidana berat. Tindak Pidana tersebut telah
melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta

8lbid, him.13
°Ibid.



kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada
umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan,
karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai
sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih
dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut
masuk ke dalam sistem keuangan (Financial System). Dengan cara demikian asal usul
harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.
Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenal sebagai pencucian uang
(money laundering)*°.

Banyak contoh kasus pencucian uang yang beredar di masyarakat. Bisa penulis
jabarkan kasus-kasus yang sudah diputuskan atas pemberatan Tindak Pidana pencucian
uang tersebut, seperti kasus atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati. Yang mana
putusan atas pencucian uang yang dilakukan dimulai dari Oktober 2012 hingga Mei
2013. Dimana kasus ini banyak melibatkan cara-cara pencucian uang. Seperti
penggelapan atas pencucian uang tersebut kepada Narkotika dan obat-obatan terlarang.
Sehingga dalam putusan Pengadilannya melibatkan banyak pembuktian, terkhusus
pembuktian melalui kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dari KPK dan juga Badan
Narkotika Nasional (BNN)*Z,

Sabagaimana kejahatan-kejahatan yang disebut diatas, kejahatan peredaran gelap
narkoba memang sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian
uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa
perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal

(predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized

Opathorang Halim,2013, Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi, Total
Media, Yogyakarta, him. 9

Komisi Pemberantas Korupsi, Kasus Wa Ode Nurhayati, (Online),
https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati, diakses pada tanggal 21 September 2019,
pukul: 20.22.



https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati

crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan,
menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah
merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang
telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau
mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Atau bisa kita sebut dengan predicate
crime-nya suatu kejahatan Pencucian Uang tersebut®?.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim Hukum Internasional yang
memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat Internasional
merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba.
Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam
memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya,
melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang
dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi
pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk
menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran
gelap narkoba sebagai predicate crime-nya dan kejahatan pencucian uang sebagai
derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan
peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti
pencucian uang di Negara itu®®.

Meski tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian memiliki keterkaitan,
meski demikian ada yang hanya terjerat kasus narkotika saja atau tindak pidana
pencucian uang saja. Sebenarnya apa itu tindak pidana narkotika dan tindak pidana
pencucian uang tersebut, lalu bagaimana peraturan yang ada di Indonesia tentang

tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, dan

|bid.

133anto Barri Gultom, 2015, Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Hasil Tindak Pidana Narkotika, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, Jakarta,
him. 10, diambil dari https://media.neliti.com/media/publications/34417-1D-disparitas-pidana-dalam-
kasus-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-n.pdf , diakses pada tanggal 25 September
2019, pukul: 21.00.



https://media.neliti.com/media/publications/34417-ID-disparitas-pidana-dalam-kasus-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-n.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34417-ID-disparitas-pidana-dalam-kasus-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-n.pdf

bagaimana penanganan terhadap tersangka kasus tersebut, itulah yang akan dibahas
dalam skripsi ini.

Melihat Fakta sebelumnya maka dari itu penulis menarikkan contoh kasus pada
wilayah kerja aparatur hukum Sumatera Selatan. Yang mana penulis mengambil
contoh pada kasus hukum, pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
01/P1D.B/2014/PN.PIg atas nama terdakwa Hj. Nurhayati Alias Nur binti H.M. Arifin.
Yang mana kasus tersebut melibatkan banyak proses hingga putusan yang berlaku.
Adanya Surat Perintah Penangkapan atas temuan yang dimana temuan tersebut
merupakan temuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan Narkotika
didalamnya. Hingga tentu saja kasus tersebut melibatkan KPK sebagai penyidik kasus
Pencucian Uang dan BNN sebagai penyidik kasus Narkotikanya, kedua lembaga
negara ini tentu saja merupakan lembaga negara diluar kepolisian. BNN (Badan
Narkotika Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementrian Indonesia
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran gelap psikotropika, prekursor dan
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol*. Hal inilah
mengapa BNN mengambil bagian penting juga dalam berbagai kasus tindak pidana
yang sejenis diatas. Kemudian kasus ini seperti alur semula yaitu ke kejaksaan dan
Pengadilan Negeri hingga Putusan terjadi. Dengan perbandingan putusan dengan
Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian 3 (lima) kasus lainnya sesuai dengan
Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime-
nya Narkotika®®:

1) Atas Nama Terdakwa Hj. Nurhayati Alias Nur Binti H. M. Arifin, dengan

Putusan PN Palembang Nomor Putusan 01/P1D.B/2014/PN.Plg.

4Badan Narkotika Nasional, Pengertian, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Narkotika Nasional
(BNN), (Online),https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/70-wa-ode-nurhayati, diakses pada tanggal 21
September 2019, pukul 21.40.

5Mahkamah Agung, Putusan — putusan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, (Online),
https://putusan.mahkamahagung.go.id/ , diakses pada 25 September 2019. Pukul: 09.30
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https://putusan.mahkamahagung.go.id/

2) Atas Nama Terdakwa Murtala llyas bin llyas, dengan Putusan PN Lhok
Seumawe dan Nomor Putusan 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

3) Atas Nama Terdakwa Nazwar Syamsul Als Letto, dengan Nomor Putusan
1677/Pid.sus/2018/PN.PLG

Dari latar belakang tersebut, yang membuat penulis tertarik untuk membuat
penelitian hukum, mengenai PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG PREDICATE CRIME-NYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH KOTA
PALEMBANG).

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa pertanyaan-
pertanyaan yang di rumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana Penerapan Sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang
predicate crime-nya Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang,

yang predicate crime-nya Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-
permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengimplementasian atas pertimbangan
hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Yyang predicate crime-nya
Tindak Pidana Narkotika dengan Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang, yang predicate crime-nya Tindak Pidana Narkotika dengan

Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.



D. Manfaat Penulisan
Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari
segi praktis, sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai
teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Hukum Pidana
terkhusus Tindak Pidana pencucian uang, yang predicate crime-nya
merupakan Tindak Pidana Narkotika.

2. Mengetahui secara pasti bagaimanakah implementasi pertimbangan —
pertimbangan hakim bagi Tindak Pidana pencucian uang, yang predicate
crime-nya merupakan Tindak Pidana Narkotika.

3. Mengetahui apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menangani kasus
Tindak Pidana Pencucian Uang, yang predicate crime-nya Tindak Pidana
Narkotika dengan Studi Kasus Wilayah Kota Palembang.

2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat
dalam pertimbangan pada putusan hakim pada tindak pidana pencucian
uang, yang predicate crime-nya Tindak Pidana Narkotika.

2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya
Aparatur penegak hukum seperti Polisi, Hakim, dan Jaksa yang mengawal
jalannya penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang, yang predicate
crime-nya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Palembang.

E. Kerangka Teori
Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah
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yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi'®. Dalam penelitian ini akan dibahas
beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah di
paparkan diatas, teori tersebut antara lain:
1. Teori Pemidanaan
Teori pemidanaan memiliki tujuan pemidanaan yang mana harus menimbulkan
konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang
menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang mengatur
pemidanaan tersebut menggunakan prinsip-prinsip keadilan®’.
Teori Pemidanaan sebenarnya memiliki banyak lagi cabang keilmuan teori

Pemidanaan, yaitu'é:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive)

Pidana dijatuhkan semata—mata karena oramg telah melakukan suatu kejahatan
atau Tindak Pidana (Quia peccatum est).

b. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari
keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan
masyarakat.

c. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui
pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan,

prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo
et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung

163atjipto Raharjo, 2006, 1Imu Hukum,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.
"Mualadi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, him.12.
B1bid.
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manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak
teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan
hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung®®.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang
hal-hal sebagai berikut? :

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.

b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c) Adanya semua bagian dari  petitum  Penggugat harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat
menarik  kesimpulan  tentang  terbukti/tidaknya dan  dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Setelah penjelasan di atas, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim
antara lain?':

a) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara
detail, terperinci dan subtansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

b) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari

terdakwa atau penasihat hukum.

19 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, him.140

20 1bid, him.141.

2L Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Citra Adtya
Bakti, him.42.
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c) Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan
terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa

atau penasihat hukum.

3. Teori Penerapan Sanksi

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada
adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-
teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan
adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan
dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola
pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan
sanksi, dan pelaksanaan sanksi??.

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara,
kurungan dan denda. Sedangkan sanksi pidana mati hanya terlihat pada beberapa
perundang-undangan saja, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak
Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasikan dalam setiap
perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan

yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian?2.

4. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai

22Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Lex Crimen Vol.ll/No.1/Jan-Mar/2013, 2013, him. 13.

23E.Z.Lease, 2010, Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam
Kebijakan Legislasi, Jurnal Sasi Vol.16 No.4 Bulan Oktober-Desember 2010, him.54-55.
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“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau
putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk
menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang
statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya
hukum?4,

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka
selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2
(dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan
akhir.

F. Metode Penulisan
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe
penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum?®. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kajian
hukum Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang

harus dipatuhi.

2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan Perundang-undangan atau Statue Approach adalah pendekatan

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

24 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2010, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

ZBambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
cetakan ketigabelas, him.41.
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bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.?®
b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaan
merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat
digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang
dihadapi .%’

3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan
(Library Research). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan
hukum:
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa
peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
¢) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

%Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
him.93.
27Zainuddin Ali, 2009,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him.23.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, artikel, yurisprudensi,
doktrin dan teori hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus

hukum, media masa dan internet.

4. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif,
yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat.
Penulis menginterpresetasikan dengan Bahasa penulis sendiri agar tampak rincian
jawaban atas rumusan masalah yang di teliti. Dalam konteks studi kasus hukum,

metode analisis yang sering digunakan yaitu content analysis method.?

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir induktif,
yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit yang
dihadapi. Proses terjadi dalam dedukasi adalah konkretitasi, karena hal-hal yang
dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.?® Sehingga dapat
disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Implementasi Penegakan Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang, yang predicate crime Tindak Pidana Narkotika.

ZAmirudiin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, hIm.95.
21bid, him.111.
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